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ABSTRAK 
 
 Arfin Bahter (B 111 09 431), Hubungan Kewenangan Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota 
Makassar. Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Anshori Ilyas. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kewenangan 
antar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan  Dinas Kesehatan 
Kota Makassar tersebut apakah sudah terjalin atau belum dan apakah 
hubungan yang ada telah sesuai dengan perundang-undangan atau belum. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Data dari hasil dokumentasi 
dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar adanya kedua dinas 
tersebut telah menjalankan kewenangan sesuai peraturan perundang-
undangan. Namun pada kenyataannya belum adanya hubungan 
kewenangan yang terjalin terlihat dari segi kemandirian dinas yang diberikan 
undang-undang malah membawa dampak yang kurang baik dari segi ketata 
negaraan Indonesia. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi tentang 
pelaksanaan kebijakan di kedua dinas tersebut khususnya dalam satu 
wilayah otonom di tingkat provinsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
KATA PENGANTAR 
 
 Pertama-tama, Penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya 
kepada Yang Kuasa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi 
ini dapat Penulis selesaikan. 
 Pada kesempata ini penulis ingin menghanturkan banyak terima kasih 
kepada Ibunda Nelly Sianto dan Ayahanda Jeffry Bahter atas segala 
dorongan dan dukungan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi 
ini, juga kepada saudara-saudaraku atas segala dukungan dan bantuan yang 
diberikan. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan pula kepada: 
 
1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi,Sp.B.,Sp.BO., selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin. 
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., 
selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., selaku 
Pembantu Dekan II dan Bapak Romi Libriyanto, S,H., M.H., selaku 
Pembantu Dekan III. 
3. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., dan Dr. Anshori Ilyas, S.H., 
M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis. 
4. Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., 
M.H., dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., selaku Penguji 
Penulis. 
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, serta Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Makassar yang ikut membantu dalam proses 
penelitian Penulis. 
7. Saudari Andi Miyla, teman-teman dari Keluarga Besar Dojo Squad dan 
teman-teman dari Keluarga Besar HLSC.  
8. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin khususnya angkatan 2009 yang tidak sempat Penulis 
sebutkan satu-persatu. 
vii 
 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Untuk itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi 
penyempurnaan skripsi ini. Terakhir, Penulis berharap skripsi ini dapat 
berguna bagi para pembaca. 
 
 
 
 
Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
DAFTAR ISI 
Halaman 
HALAMAN JUDUL ………………………………………………..…….. i 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  ................................................. ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………..……..  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..............................  iv 
ABSTRAK .........................................................................................  v 
KATA PENGANTAR ........................................................................  vi 
DAFTAR ISI …………………………………………………………..….. viii 
BAB I PENDAHULUAN 
 A. Latar Belakang Masalah  ……………………………..……… 1 
 B. Rumusan Masalah  ……………………………………..…….. 4 
 C. Tujuan Penelitian  ……………..…………………………....… 4 
 D. Kegunaan Penelitian ………………………………………..... 4 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 A. Teori Kewenangan  …………………………………………… 6 
 B. Jenis dan Sumber Kewenangan …………………………….. 9 
  1. Atribusi  ……………………...…………………….…….. 10 
  2. Delegasi  …………………………….…………………… 10 
  3. Mandat  ………………………………….……………….. 11 
 C. Pemerintahan Daerah  ……………………….....…………….. 14 
  1. Pemerintah Daerah …………………………...…………. 14 
  2. Dinas Daerah …….……………………………….….…… 19 
ix 
 
D. Kewenangan Daerah dalam Bidang Kesehatan  …………….. 23 
 E. Hubungan Kewenangan Antar Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar ... 25 
BAB III METODE PENELITIAN 
 A. Lokasi Penelitian  ……………………………………………… 29 
 B. Jenis Data  ……………………………………..……………….. 29 
 C. Sumber Data  ……………………………..……………………. 30 
 D. Teknik Pengumpulan Data  …………………..………………. 30 
 E. Analisis Data  ……………………………………………………. 31 
BAB IV PEMBAHASAN 
 A. Hubungan Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
  Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar  
  1. Perbandingan Ruang Lingkup Kewenangan Dinas  
   Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas 
   Kesehatan Kota Makassar  …………………………………. 32 
  2. Analisis Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi 
   Dengan Pemerintah Kota  …………………………………… 36 
B. Kewenangan Pembuatan dan Pelaksanaaan Kebijakan  
Antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
Dinas Kesehatan Kota Makassar  
1. Analisis Kewenangan Dalam Perspektif Pelaksana 
 Kebijakan  ……………………………………………………… 41 
 
x 
 
2. Analisis Kewenangan Dalam Perspektif Pelaksana 
 Kebijakan  dan Perttanggungjawabannya  ………………… 47 
BAB V PENUTUP 
 A. Kesimpulan  ……...……………………………………………… 54 
 B. Saran  ……………………………………………………………. 56 
DAFTAR PUSTAKA  …………………………….………………………….. 58 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Sebelum perubahan UUD 1945 kita tidak mengenal yang namanya 
sengketa kewenangan antar lembaga Negara. Adapun latar belakang 
munculnya pengaturan tentang sengketa kewenangan antar lembaga Negara 
dilatarbelakangi oleh perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang 
terkait dengan penataan kelembagaan Negara di mana kita tidak mengenal 
lagi sebutan lembaga tinggi dan tertinggi Negara yang memberi simbol 
kedaulatan rakyat melalui organ/lembaga yang namanya MPR sehingga 
konsekuensinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR melainkan 
kedaulatan rakyat sekarang berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut 
muncul akibat perubahan UUD 1945 sehingga posisi masing-masing 
lembaga Negara berada dalam posisi sejajar atau horizontal dengan 
penguatan prinsip mekanisme checks and balances.1 Oleh karena 
pemisahan kekuasaan dilakukan secara horizontal maka akan terbuka 
peluang bagi organ/lembaga Negara yang ada dalam UUD 1945 untuk 
bersengketa yang terkait kewenangannya. 
                                                          
1
 .  Bondan Gunawan S, Apa Itu Demokrasi, Aksara Baru, Jakarta, 2000, hlm. 13. 
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 Perjalanan proses reformasi telah membawa dampak terhadap 
demokrasi Indonesia. Proses desentralisasi merupakan bagian dari proses 
transisi menuju demokrasi yang kemudian diartikan sebagai otonomi daerah.2 
Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan kekuasaan yang diberikan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah kepada 
setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam 
bidang tertentu. Dalam perwujudan otonomi daerah tersebut, maka setiap 
daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan daerahnya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya 
sebagai konsekuensi dari pelimpahan hak dan kewenangan untuk mencapai 
tujuan dari diberikannya kewenangan tersebut. 
 Keadaan itu yang menimbulkan gejolak dan tuntutan-tuntutan yang 
menempatkan isu demokratisasi dalam pemerintahan, dimana masyarakat 
daerah di tempatkan pada kedudukan yang penting. Sebagaai respon 
dikeluarkannya kebijakan tentang penyelenggaraan otonomi daerah. 
 Adapun pokok pikiran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Otonomi Daerah bahwa prinsip otonomi daerah telah diarahkan 
terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokrasi, mempertinggi tingkat 
kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan pembangunan 
                                                          
2
 . Deddy Supriady Bratakusuma, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia 
Pustaka utama, Jakarta, 2002, hlm. 3. 
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daerah, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, 
serta terwujudnya keserasian antara pemerintahan pusat dan daerah. 
 Selama lebih dari tiga dasawarsa Indonesia telah melaksanakan 
berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat.3 Dimana Departemen Kesehatan telah menyelenggarakan 
serangkaian reformasi di bidang kesehatan, juga meningkatkan pelayanan 
kesehatan dan menjadikannya lebih efisien dan efektif serta terjangkau oleh 
masyarakat. Berbagai model pembiayaan kesehatan, sejumlah program 
teknis dibidang kesehatan serta perbaikan organisasi dan manjemen telah 
diupayakan. 
 Berbicara tentang desentralisasi terutama dibidang kesehatan, maka 
Menteri Kesehatan melakukan koordinasi dengan para pemimpin wilayah 
provinsi dan kebupaten/kota. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa hal 
yang menjadi alasan terbenturnya kebijakan dinas kesehatan provinsi dan 
kabupaten/kota. 
 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
dan membahas mengenai Hubungan Kewenangan Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
 
                                                          
3
 . Ahmad Sujuti, Perjalanan Menuju Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2002, 
hlm. 2. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hubungan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Sulawesi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar ? 
2. Bagaimana hubungan hukum dalam hal implementasi kebijakan Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Sulawesi dengan Dinas Kesehatan Kota 
Makassar ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Sulawesi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dalam hal implementasi 
kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Sulawesi dengan Dinas 
Kesehatan Kota Makassar. 
D.  Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 
mahasiswa ilmu hukum tata Negara pada khususnya maupun bagi 
masyarakat pada umumnya. 
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2. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Sulawesi dan Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai 
masukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. 
3. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Sulawesi dan Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai bahan 
pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dalam hal pemberian layanan 
kesehatan bagi masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Teori Kewenangan 
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering 
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering 
disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering 
dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 
kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan 
biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang 
memerintah dan pihak lain yang diperintah”.1 
Wewenang dalam bahasa Inggris disebut Authority. Kewenangan 
adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Biertted,2 bahwa wewenang adalah 
institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu, 
menurut Miriam Budiarjo3 adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah 
laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai 
dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan sering 
kali dipandang sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih kesatuan, 
                                                          
1
 . Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36. 
2
 . Ibid., hlm. 36. 
3
 . Ibid., hlm 36. 
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sehingga kekuasaan dianggap mempunyai sifat yang rasional. Karenanya 
perlu dibedakan antara scope of power dan domain power.4 Scope of power 
atau ruang lingkup kekuasaan menunjuk kepada kegiatan, tingkah laku, serta 
sikap atau keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. 
Sementara istilah domain of power, jangkauan kekuasaan menunjuk pada 
pelaku, kelompok atau kolektivitas yang terkena kekuasaan. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata 
kewenangan, diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, 
kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung 
jawab kepada orang/badan lain. Menurut Bagir Manan,5 wewenang dalam 
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, 
wewenang berarti hak dan kewajiban  
Sementara itu, Ateng Syafrudin6 memberikan pengertian berbeda 
antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (authority, 
gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang 
tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat. Sedangkan 
wewenang (competence, bevoedheid) hanya mengenai bidang tertentu saja. 
Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang 
                                                          
4
 . Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 29-30. 
5
 . Ibid., hlm. 30. 
6
 . Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung 
Jawab, Fokus Media, Bandung, 2000, hlm. 22. 
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(rechtsbevoegdheden). Menurutnya, wewenang adalah kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang 
diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan 
hukum. Sedangkan kewenangan dalam konteks penyelenggaraan Negara, 
terkait pula dengan paham kedaulatan (souveregnity). Dalam konteks wilayah 
hukum dan kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-
gagasan kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan Hobbes.7 
Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles 
menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang 
berkonstitusi, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para 
penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan dan 
kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber 
kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri dibawah hukum. 
Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya, Plato, yang 
meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan. Karena menurut Plato, 
pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan 
yang benar.8 
Karena itu, jika dilihat dari segi sifatnya wewenang dapat dibedakan 
atas expressimlied dan fakultatif.9 Wewenang pemerintahan yang bersifat 
                                                          
7
 . Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 48-49. 
8
 . Suwoto Mulyosudarmo, Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas 
Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 49. 
9
 . Ibid., hlm. 123. 
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expressimlied adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terkait 
pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan 
hukum tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat 
individual konkret. Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif adalah 
wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar 
kepada pejabat tata usaha Negara untuk mempergunakan wewenang yang 
dimilikinya 
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas 
penulis berkesimpulan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda 
dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal 
dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari 
kewenangan, artinya barang siapa yang diberikan kewenangan oleh undang-
undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam 
kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan 
dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau 
mengeluarkan keputusan selalu dilandaasi oleh kewenangan yang diperoleh 
dari konstitusi. 
B. Jenis dan Sumber Kewenangan 
Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:10 
 
                                                          
10
 . Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 76-77. 
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1. Atribusi 
Pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang 
kepada organ pemerintahan. Istilah lain untuk kewenangan atribusi 
(atributif) adlah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-
bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atribusi 
pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut 
tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat 
apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan misalnya suatu 
keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan atribusi maka dapat 
dilihat pada bagian bawah dari keputusan tersebut yakni tidak 
terdapat tanda atas nama (a.n.) ataupun untuk beliau (u.b.). adapun 
terhadap kewenangan atribusi mengenai tanggung jawab dan 
tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan 
sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. 
2. Delegasi 
Pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ 
pemerintahan ke organ pemerintahan yang lainnya dengan dasar 
peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan delegasi 
tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi 
limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan 
begitu si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan 
wewenang itu lagi kecuali setelah pencabutan dengan berpegang 
11 
 
pada asas Contrearius Actus (Lutfi Efdendi, 2003: 77). Oleh sebab itu 
dalam kewenangan delegasi, peraturan dasar berupa peraturan 
perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan 
lahirnya kewenangan delegasi tersebut. Tanpa adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang 
tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi 
3. Mandat 
Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan 
bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap saat si 
pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang 
dilimpahkan tersebut. Untuk mengetahui secara tepat bentuk 
perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang 
mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk 
beliau (u.b.). 
 Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru dan 
tercantum dalam undang-undang. Artinya atribusi hanya terjadi ketika 
undang-undang melimpahkan wewenang secara langsung kepada organ 
pemerintahan tertentu. 
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Dalam hal delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut:11 
a. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi (delegans) tidak 
dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan 
itu. 
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. 
d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 
berwenang untuk menerima penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut. 
e. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan instruksi tentang 
penggunaan wewenang tersebut. 
 Maka dari itu, sangatlah penting untuk mengetahui sumber dan cara 
memperoleh wewenang organ pemerintahan. Hal itu sangat berkaitan 
dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang 
tersebut. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang sebagaimana 
atribusi. Yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke 
pejabat yang lainnya, dan dalam delegasi tanggung jawab yuridis tidak lagi 
                                                          
11
 . Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 78. 
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ada pada pemberi delegasi (delegans) namun ada pada penerima delegasi 
(delegataris). 
Sementara itu pada mandat, pihak yang menerima mandat 
(mandataris) hanya bertindak atas nama pemberi mandat (mandans). 
Tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil oleh mandataris tetap 
berada di mandans. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pihak penerima 
mandat bukanlah hal lain dari pihak pemberi mandat. 
Sedangkan dalam pembagiannya sifat dari kewenangan terbagi atas:12 
a. Kewenangan Terikat 
Terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam 
keadaan yang bagaimana kewenangan itu dapat digunakan atau 
peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan keputusan yang 
harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar 
yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara 
terinci. 
b. Kewenangan Fakultatif 
Terjadi dalam hal pejabat atau badan usaha Negara yang 
bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit 
banyaknya masih ada pilihan. Walaupun pilihan itu hanya dapat 
dilakukan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam 
peraturan dasarnya. 
                                                          
12
 . Philipus M. Hadjun, Teori Kewenangan, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 3-4. 
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c. Kewenangan Bebas 
Dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata 
usaha Negara apabila peraturan menentukan sendiri isi dari 
keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya 
memberikan ruang lingkup kebebasan pada pejabat tata usaha 
Negara yang bersangkutan. 
 Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa muatan 
serta sifat dari wewenang itu, wewenang adalah sesuatu yang sangat penting 
dalam persoalan mengenai penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh 
pemerintah. Dalam Negara hukum, wewenang adalah ciri pembeda yang 
membedakan tingkah laku pemerintah dengan tingkah laku penguasa dalam 
Negara yang non-hukum. 
C. Pemerintahan Daerah 
1. Pemerintah Daerah 
 Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan 
berdaulat, dimana pemerintahan di daerah merupakan bagian integralnya, 
telah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil 
makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang dirumuskan lebih terperinci dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yaitu: 
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 “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadlian sosial.” 
 Oleh karena luas dan banyak urusan pemeritahan itu, sehingga tidak 
mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat. Yang 
berkedudukan di satu tempat. Dengan demikian urusan negara memerlukan 
adanya berbagai alat perlengkapan negara membantu terwujudnya tujuan 
negara. Dengan demikian timbul persoalan bagaimana cara 
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup segenap wilayah negara. 
Persoalan ini menimbulkan adanya pembagian wilayah negara atau sejumlah 
pemerintah daerah-daerah negara. Dalam negara yang berbentuk kesatuan 
hanya disebut pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Berikut adalah 
beberapa ciri pemerintah daerah:13 
1. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari negara. 
2. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi. 
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar 
dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian 
menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk 
berusaha atas dasar swadaya. 
                                                          
13
 . Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm. 20. 
16 
 
4. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan 
kepentingan-kepentingan itu. 
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.  
Jadi pemerintah daerah tidak mempunyai Undang-Undang Dasar 
sendiri. Segala sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah 
diatur oleh atas kuasa pemerintah negara. Hal ini disebabkan oleh karena 
statusnya adalah negara bagian. 
Melihat sangat luasnya wilayah negara dan luasnya persoalan yang 
ada, sehingga pada umumnya pemerintah daerah bertingkat-tingkat, yakni:14 
1. Pemerintah tingkat Provinsi 
2. Pemerintah tingkat Kabupaten 
3. Pemerintah tingkat Kotamadya 
4. Pemerintah tingkat Kecamatan 
5. Pemerintah tingkat Desa atau tingkat Kelurahan 
Dalam pembentukam pemerintah daerah dikenal pula pembentukan 
Pemerintahan Lokal Yang Horizontal dan Pemerintahan Lokal Yang 
Vertikal.15 Konsekuensi pembentukan seperti ini yakni adanya pebagian 
pekerjaan yang bersifat horizontal dan vertikal. Pemerintahan lokal yang 
                                                          
14
 . Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm. 20. 
15
 . Ibid., hlm. 21. 
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bersifat horizontal ialah pembagian pekerjaan yang didasarkan pada macam 
pekerjaan, sedangkan pemerintah lokal yang bersifat vertikal ialah 
pembagian pekerjaan yang  didasarkan pada satu bidang pekerjaan menjadi 
satuan tugas yang bersifat atasan dan satuan tugas yang bersifat bawahan. 
Adapun yang menjadi sumber utama kebijaksanaan umum yang 
mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan 
perlu mendapat perhatian adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
mengatakan bahwa: 
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, 
dengan memamndang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam 
system Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah 
yang bersifat istimewa.” 
 
Selanjutnya berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:16 
1. Daerah negara tidaklah bersifat negara bagian. 
2. Daerah Indonesia dibagi-bagi menjadi daerah besar dan kecil. 
3. Bentuk dan sususnan pemerintahan daerah harus diatur dengan 
Undang-Undang. 
                                                          
16
 . Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm. 22. 
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4. Bagi daerah yang bersifat otonom, maka harus diadakan dasar 
permusyawaratan seperti dalam system pemerintahan negara. 
Untuk itu berarti daerah-daerah otonom harus dibentuk juga badan-
badan pemerintahan daerah. 
5. Negara Republik Indonesia akan menghormati status dan 
kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa, lagi pula semua 
peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak 
asal usul daerah tersebut. 
Setelah adanya  ketentuan serta hak dan kewajiban pemerintahan 
daerah, untuk menjalankan program pemerintahan pusat diperlukan adanya 
pelimpahan kekuasaan dan kewenangan daerah untuk mandiri dalam 
mengurus daerahnya yang disebut desentralisasi. Tujuan desentralisasi 
bermacam-macam. Secara filosofis dan ideologis desentralisasi dianggap 
sebagai tujuan politik yang penting karena memberikan kesempatan 
munculnya partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah, dan untuk 
menjamin kecermatan pejabat-pejabat pemerintah daerah terhadap 
masyarakatnya. Ditingkat pragmatis desentralisasi dianggap sebagai cara 
untuk mengatasi berbagai hambatan institusional, fisik dan administrasi 
pembangunan.17 Desentralisasi juga dianggap sebagai suatu cara untuk 
mengalihkan beberapa tanggung jawab pusat ke daerah. Desentralisasi ini 
                                                          
17
 . Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Prespektif Pancasila Pasca Reformasi, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 79. 
19 
 
tidak dapat berjalan sendiri tanpa didukung oleh dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. Dalam PP No 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 
Denkonsentrasi disebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan 
wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau perangkat pusat di daerah. Penggunaan asas dekonsentrasi 
dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan 
pemerintah, pembangunan, pelayanan umum serta untuk menjamin 
hubungan serasi antara pemerintah dan pemerintah daerah. 
Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan 
disusun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 
2. Dinas Daerah 
Selain itu untuk membantu pemerintahan daerah pada bidang-bidang 
tertentu yang lebih spesifik maka dibentuklah Dinas Daerah. Dinas daerah 
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.18 Pembentukan, susunan 
organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah 
sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
                                                          
18
 . Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm. 172. 
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Peraturan daerah yang dimaksud berlaku sesudah ada pengesahan pejabat 
berwenang. Urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. 
Kemudian pembentukan dinas daerah adalah untuk melaksanakan 
urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum 
diserahkan kepada daerah dengan sesuatu undang-undang atau peraturan 
pemerintah menjadi urusan rumah tangganya. 
Dapat dikatakan, bahwa didalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas 
daerah itu berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala daerah. 
Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah (Pasal 48 
Undang-Undang No 5 Tahun 1974). Keputusan Mendagri No 363 Tahun 
1977 mengatur tentang Dinas Daerah lebih lanjut.19 
Dalam keputusan Mendagri tersebut Dinas Daerah diartikan sebagai 
Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II, yang dibentuk 
berdasarkan terjadinya penyerahan sebagian urusan Pusat Kepala Daerah 
berdasarkan peraturan pemerintah. 
Dinas Daerah Tingkat I adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah 
Tingkat I. Dinas Daerah Tingkat II adalah unsur pelaksana Pemerintah 
                                                          
19
 . Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm. 172. 
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Daerah Tingkat II. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 
Berhubungan dengan Dinas Daerah, maka tujuan dari Dinas Daerah 
ialah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan tugas pembantuan yang 
diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya. 
Dilihat dari fungsi Dinas Daerah maka dapat kita melihatnya sebagai 
berikut:20 
a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan, pemberian perizinan sesuai dngan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas 
pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.  
                                                          
20
 . Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm. 173. 
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Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah 
ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku setelah mendapatkan 
pengesahan Menteri Dalam Negeri. 
Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Daerah dan Instansi 
Vertikal yang urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan 
fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya. 
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas 
Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional 
dengan cara yang sebaik-baiknya. Kepala Dinas dalam melaksanakan 
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan 
dinasnya, maupun dalam hubungan antar dinas/instansi lainnya. Kepala 
Dinas melaksanakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, 
membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan 
pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya. Bilamana Kepala Dinas 
memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan oleh Kepala Daerah maka hak tersebut harus diajukan kepada 
Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan. 
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D. Kewenangan Daerah dalam Bidang Kesehatan 
Berdasarkan pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, ada 16 kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah 
Kabupaten/Kota, salah satunya adalah kewenangan dibidang kesehatan.21 
 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
maka seluruh kewenangan sepenuhnya telah berada pada Daerah 
Kabupaten/Kota dan dengan adanya pembatasan kewenangan yang wajib 
dilaksanakan seperti yang telah termuat dalam Pasal 13 Ayat (1) diatas 
sehingga Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melaksanakan 
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini sesuai 
dengan kondisi daerah masing-masing. 
Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota 
tidak dapat diahlikan ke Daerah Provinsi, tetapi Daerah Provinsi sebagai 
daerah otonom memiliki kewenangan lintas Kabupaten/Kota, dimana 
kewenangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Ayat (1) tidak atau belum 
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh Daerah 
Provinsi setelah mendapatkan pernyataan dari Daerah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan. 
                                                          
21
. Susanto Agus, Desentralisasi Sistem Kesehatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, hlm. 
96-97. 
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Tujuan desentralisasi di bidang kesehatan adalah mewujudkan 
pembangunan nasional di bidang kesehatan berlandaskan prakarsa dan 
aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun dan 
mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas 
Nasional.22 
Untuk mencapai tujuan desentralisasi tersebut maka Departemen 
Kesehatan mengeluarkan sebuah produk bernama Indonesia Sehat 2010. 
Isinya membahas tentang Kebijakan Desentralisasi Bidang Kesehatan yaitu 
sebagai berikut:23 
a. Desentralisasi bidang kesehatan dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta 
potensi keanekaragaman daerah. 
b. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan berdasarkan kepada 
otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 
c. Desentralisasi bidang kesehatan yang luas dan utuh diletakkan di 
Kabupaten dan Kota, sedangkan desentralisasi bidang kesehatan di 
Provinsi bersifat terbatas. 
                                                          
22
 . Susanto Agus, Desentralisasi Sistem Kesehatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, hlm. 
102. 
23
 . Departemen Kesehatan RI, Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Balai 
Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 14. 
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d. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan harus sesuai dengan 
konstitusi negara, sehingga terjamin hubungan yang serasi antara 
Pusat dan Daerah serta antar Daerah. 
e. Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan 
kemandirian Daerah Otonom. Pemerintah Pusat berkewajiban 
memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kesehatan Daerah 
dengan meningkatkan kemampuan Daerah dalam pengembangan 
system kesehatan dan manajeman kesehatan. 
f. Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan peran 
dan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik dalam hal fungsi legislasi, 
fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran. 
g. Sebagai pelengkap desentralisasi bidang kesehatan dilaksanakan 
pula dekonsentrasi bidang kesehatan yang diletakkan di Daerah 
Provinsi sebagai wilayah administrasi.  
h. Untuk mendukung desentralisasi bidang kesehatan dimungkinkan 
pula dilaksanakan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan. 
E. Hubungan Kewenangan Antar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
Berbicara tentang hubungan kewenangan, peraturan perundang-
undangan telah memberikan ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2004 dimana 
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membahas tentang daerah otonom. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa ada 
penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan tugas 
pokok pemerintahan di daerah masing-masing. Selanjutnya perpanjangan 
tangan tersebut menuju kepada pemerintahan setingkat kota. 
 Melalui PP No 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas 
Pembantuan memberikan mandat/instruksi daerah setingkat kota untuk ikut 
berperan aktif dalam menangani permasalahan pelayanan masyarakat.24 
Sehingga, pemerintah kota Makassar selaku penjalan kebijakan pelayanan 
kesehatan ini merupakan penyelenggara tugas pembantuan bagi daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Di tingkat provinsi, kewenangan bidang kesehatan berada di tangan 
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan di tingkat 
pemerintahan kota ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Regulasi 
yang terdapat dalam perundang-undangan  maupun didalam surat keputusan 
yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, memberikan mandat yang jelas 
mengenai kewenangan masing-masing dinas tersebut. Bagi dinas tingkat 
provinsi memiliki beberapa kewajiban diantara lain memberikan pelayanan 
kesehatan merata bagi tiap Kabupaten/Kota yang dibawahinya. Tapi selain 
itu juga, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas yang 
tergolong berat karena segala bentuk kualitas maupun kuantitas sarana 
                                                          
24
 . Siswanto Sunamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 
47. 
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pelayanan kesehatan masyarakat maupun dari segi sumber daya 
manusianya sendiri merupakan salah satu tugas yang wajib dibenahi, 
diperbaharui dan di sediakan secara berkala. 
Lain halnya dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang tergolong 
lebih mudah karena ditinjau dari segi cakupan lokasinya tergolong lebih kecil 
dibandingkan di tingkat provinsi. Salah satu produk yang ditawarkan 
mengenai kesehatan tingkat Kota Makassar ialah Perda No 7 tahun 2009 
tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar. Salah satu point penting 
yang digaris bawahi didalam perda tersebut ialah pelayanan kesehatan yang 
dalam beberapa hal dibebaskan pembiayaannya. Hal ini merujuk pada 
peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu Perda No 13 tahun 2008 
tentang Pelayanan Kesehatan Gratis. 
Seiring berjalannya waktu ternyata banyak masalah yang terjadi 
terutama tentang pembebasan biaya pelayanan. Ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi pasien agar memperoleh pelayanan gratis, diantaranya; 
“Pembebasan biaya kesehatan di tingkat RSUD hanya bagi warga yang 
mendapat rujukan dari puskesmas dan rawat inap Kelas III.” Apabila 
seseorang tidak mendapatkan rujukan sebagaimana dikemukakan dalam 
Perda No 7 tahun 2009 atau tempat rujukan tersebut menolak dengan alasan 
penuh dan/atau tidak memiliki perlengkapan yang memadai maka dipastikan 
pelayanan pada pasien akan tertunda dan membahayakan jiwa pasien itu 
sendiri. Hal ini menjadi permasalahan serius tentang bagaimana hubungan 
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antar dinas tersebut sehingga mengakibatkan jiwa-jiwa terlantar dalam 
penanganannya. 
Berangkat dari pemberitaan di media massa dan dan mulut kemulut 
ternyata masih banyak penanganan pasien yang terbukti terlantar. Dalam hal 
ini penulis mengangkat sebuah masalah dari pasien di Kota Makassar 
bernama Revan Adhyaksa. Bayi berumur 1 tahun 3 bulan ini di tolak oleh 
beberapa rumah sakit25. Sedikitnya ada empat rumah sakit yang menolaknya 
diantaranya RS. Daya, RS. Wahidin, RS. Ibnu Sina dan RS. Awal Bross. Dari 
semua rumah sakit tersebut alasan penolakan terhadap pasien sama, yaitu 
kamar pasien telah penuh. 
 Akhirnya setelah beberapa rumah sakit tersebut menolak, Revan 
akhirnya dapat ditangani oleh RS. Akademis, namun karena kondisi makin 
kritis akhirnya bayi tersebut merengang nyawa. 
Dalam kasus tersebut penulis ingin mencari tahu bagaimana 
hubungan kewenangan dalam kasus ini dalam kaitannya dengan dinas yang 
bersangkutan (dinas provinsi atau dinas kota) tentang 
pertanggungjawabannya sebagai sebuah badan otonom yang membawahi 
unit pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit.  
 
 
                                                          
25
 . Harian Fajar, 2 Juli 2013, hlm. 3. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data guna penyelesaian skripsi ini, maka penulis 
menetapkan lokasi untuk melakukan penelitian yang akan dilaksanakan di 
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kedua dinas tersebut, penulis 
akan mengambil data dari Kepala Dinas selaku penanggungjawab dinas, baik 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan maupun kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Makassar 
 
B. Jenis Data 
Jenis data yang diperoleh ada dua macam yaitu: 
1. Data Primer, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara 
langsung dengan Kepala Dinas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dengan membaca literatur atau 
bahan tertulis lainnya yang berhubungan deengan permasalahan yang 
akan dibahas dalam skripsi ini. 
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C. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 
terhadap objek masalah. 
2. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan mempelajari berbagai tulisan ilmiah, peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang terkait dengan 
materi yang dibahas. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun 
penelitian kepustakaan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Teknik wawancara (interview) yaitu pengumpulan data secara langsung 
melalui tanya  jawab berdasarkan pertanyaan yang telah di siapkan dan 
melakukan wawancara lisan tidak berstruktur untuk memperoleh data 
informasi yang diperlukan. Wawancara yang dilakukan melibatkan 
dinas/instansi terkait, orang yang kompeten dibidangnya serta dari 
masyarakat luas. 
2. Analisis deskriptif terhadap sumber-sumber yang ditemukan. 
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E. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai data primer 
kemudian dianalisis dengan data sekunder dari berbagai literatur yang 
berkaitan dengan hukum tata negara. Dianalisis secara kualitatif untuk 
melihat permasalahan yang menjadi analisis dalam penelitian 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Hubungan Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
1. Perbandingan Ruang Lingkup Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam 
Bab II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nomor 1 Tahun 1996 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat 
I Sulawesi Selatan yang mengatur bahwa:1 
Pasal 2 
(1) Dinas Kesehatan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan; 
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah. 
 
Pasal 3 
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi 
tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
Pemerintah. 
 
Pasal 4 
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah 
ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: 
(1) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi 
pendekatan peningkatan; 
                                                          
1
 . Lilien, Wawancara, Kantor Dinas Kesehatan Provinsi, Makassar, 30 Oktober 2013. 
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(2) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan 
kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan 
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan; 
(3) Kebijaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 
Sedangkan kewenangan Dinas Kesehatan Kota Makassar diatur 
dalam Bab III Peraturan Daerah Kota Makassar No. 20 Tahun 2005 Tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota 
Makassar yang mengatur bahwa:2  
Pasal 3  
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.  
 
Pasal 4  
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina 
dan mengendalikan kebijakan di bidang kesehatan meliputi 
pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan 
peran serta masyarakat.  
 
Pasal 5  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:  
(1) Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan 
kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan 
dan peran serta masyarakat; 
(2) Penyusunan rencana dan program di bidangpelayanan 
kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan 
dan peran serta masyarakat; 
(3) Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional 
pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
                                                          
2. 
Lilien, Wawancara, Kantor Dinas Kesehatan Provinsi, Makassar, 30 Oktober 2013.  
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pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan 
dan peran serta masyarakat; 
(4) Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan 
meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan 
puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, 
kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat; 
(5) Pembinaan unit pelaksana teknis.  
 
Melalui kutipan terhadap kedua Peraturan Daerah di atas bisa dilihat 
terdapat beberapa perbedaan dan persamaa diantara kedua lembaga negara 
tersebut. Penulis menjabarkan satu persatu perbedaan dan persamaan 
kewenangan diantara kedua lembaga ini dimana penulis memulai membahas 
perbedaannya lebih dahulu. 
Perbedaan pertama dan yang paling menonjol diantara kedua lembaga 
ini adalah daerah yurisdiksi masing-masing. Dapat dengan jelas diketahui 
bahwa daerah yurisdiksi masing-masing terwakili sesuai dengan nama 
institusi masing-masing yang mencantumkan nama daerah yang diartikan 
sebagai daerah yang menjadi yurisdiksinya. Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan mengurus Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur sedangkan Dinas Kesehatan Kota Makassar mengurus 
kota Makassar. 
Perbedaan kedua adalah tentang pertanggungjawaban dimana Dinas 
Kesehatan Kota Makassar bertanggungjawab kepada Walikota melalui 
Sekertaris Daerah sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 
bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.  
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Perbedaan selanjutnya adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar dapat 
membuat suatu kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan sedangkan 
dinas provinsi tidak dapat membuat kebijakan melainkan hanya menjalankan 
kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur dan tugas lain yang dilimpahkan 
dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dari sudut pandang kewenangan 
maka pemerintah provinsi bersifat otonomi yang terbatas sedangkan 
pemerintah kota/kabupaten ciri kewenangannya bersifat otonomi secara luas 
dan mandiri.  
Perbedaan dari segi pelaksanaan tugas, Dinas Kota Makassar 
merupakan unsur pelaksana dan penyusun pengendalian dan penanganan 
teknis operasional pelayanan, sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Selatan merupakan pelaksana pembinaan teknis upaya pelayanan. Jadi, 
tampak bahwa pelaksaan tugas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar lebih 
mengarah ke wilayah teknis dalam pelayanan kesehatan sedangkan Dinas 
Kesehatah Provinsi Sulawesi Selatan lebih mengarah kepada program 
edukasi di bidang kesehatan.   
Dalam hal wewenang perizinan, Dinas Kesehatan Kota Makassar 
adalah salah satu pintu dari berbagai pintu yang berperan dalam penerbitan 
izin penyelenggaraan usaha-usaha kesehatan seperti yang tertera di dalam 
Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 20 Tahun 2005 
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 
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Kota Makassar sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi tidak mempuyai 
wewenang dalam mengeluarkan izin. 
Setelah membahas perbedaan-perbedaan diantara kedua Dinas 
tersebut, maka penulis akan menjabarkan beberapa persamaannya. 
Berbicara tentang persamaan kedua dinas tersebut, yang paling menonjol 
adalah kedua dinas tersebut dipimpin oleh masing-masing kepala dinas dan 
bertanggung jawab kepada kepala pemerintahanya. Persamaan kedua 
mengenai spesifikasi bidang dimana kedua dinas tersebut merupakan unsur 
pelaksana kebijakan-kebijakan pemerintahan pada sektor-sektor yang 
berkaitan dengan kesehatan. 
 
2. Analisis Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi dengan 
Pemerintah Kota 
Berdasarkan aturan perundang-undangan tentang kewenangan 
daerah otonom dalam menjalakan kebijakan pemerintah pusat dapat 
disimpulkan bahwa jenis hubungan yang mendasarinya adalah kewenangan 
atribusi tetapi tidak secara mutlak karena pemerintahan daerah di Indonesia 
juga berjalan dengan berlandaskan prinsip otonomi daerah. Dikatakan 
kewenangan atribusi karena dilihat dari pelimpahan kewenangannya 
didasarkan pada pelimpahan kewenangan asli dari pemerintah pusat dan 
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kewenangan tersebut dilegalkan melalui produk peraturan perundang-
undangan. Pemerintah Pusat berada sebagai titik tertinggi dari struktur 
pemeritahan, pemerintah daerah tingkat I merupakan perpanjangan tangan 
sedangkan pemeritah daerah tingkat II merupakan subsistem dari pemerintah 
daerah tingkat I. Pemerintah daerah tingkat I dalam hal ini Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam melakukan pembinaan-pembinaan 
teknis dan pewujudan program-program yang diamanatkan oleh Pemerintah 
Pusat untuk kemudian disosialisasikan dan diterapakan di setiap daerah 
tingkat II melalui dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota 
Makassar. Jadi, konsep hubungan hukum kewenangan ini, seperti yang 
penulis sebutkan sebelumnya, bersifat atribusi.   
Memang konsep atribusi kewenangan atau desentralisasi yang 
diterapkan di Indonesia tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut 
berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek 
politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, dan 
pembangunan sosial dan ekonomi. Secara konseptual, desentralisasi terdiri 
atas desentralisasi politik; desentralisasi administratif; desentralisasi fiscal; 
dan desentralisasi ekonomi.3 
                                                          
3
 . Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 327. 
38 
 
Desentralisasi menjelma dalam dua bentuknya yang positif dan 
negatif.4 Dari sisi kemanfaatan, desentralisasi dapat lebih tepat meningkatkan 
efisiensi dan daya tanggap pemerintah melalui pemenuhan layanan publik 
yang lebih sesuai dengan preferensi rakyat. Desentralisasi dapat 
membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi antar pemerintah daerah 
untuk mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Di sisi lain, kualitas 
pelayanan publik sering menjadi korban karena transfer kewenangan sering 
disalahartikan atau disalahgunakan. 
Desentralisasi bukan tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah 
otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah 
mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang 
mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Dengan 
penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom 
berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi 
wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom. 
Isilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi 
bukan kemerdekaan,5 sehingga daerah otonomi diberi kebebasan atau 
kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus 
dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, 
                                                          
4
 . Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 328. 
5
 . Ibid., hlm. 329. 
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pemerintahan daerah diberikan keleluasaan, demokrasi, dan peran serta 
masyarakatnya sesuai dengan potensi dan keanekaragaman kultur namun 
tetap berpedoman pada regulasi umum pemerintahan pusat. Karena pada 
hakikatnya, kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang 
diturunkan yang merupakan kewenangan patokan dasar namun pada 
pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat yang ditunjuk. 
Kebijakan desentralisasi diimplementasikan dalam bentuk 
pelaksanaan kewenangan antarstrata pemerintahan, dan refleksi yang 
muncul kemudian ialah format hubungan pusat daerah. Secara umum 
konsep hubungan pusat dan daerah didasari oleh prinsip rasionalitas dan 
proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan kuatnya peran 
pemerintah daerah untuk orientasi efesiensi, akuntabilitas, kemampuan 
mengelola dan otonomi. Menurut Anwar Shah, World Bank (2006)6 terdapat 
tiga pola hubungan Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah 
Tingkat II, yaitu: 
1. Pola Stigler (Stigler’s Menu, 1957) dengan dua prinsip yuridiksi yaitu: 
prinsip bahwa makin dekat unit pemerintahan kepada masyarakat maka 
sistem akan semakin baik dan rakyat seharusnya memiliki hak atas 
jenis dan jumlah serta kualitas pelayanan dari pemerintah. 
                                                          
6
 . Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 341. 
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2. Pola Prinsip Kesetaraan Fiskal (The Principle of Fiscal Equivalency, 
1969), Pola ini ingin mendekatkan yuridis politik dengan wilayah pemetik 
manfaat dalam hal ini rakyat, sehingga tidak akan ada pihak lain yang 
akan mengambil kesempatan, sehingga pelayanan publik akan optimal. 
3. Pola Prinsip Korespondensi (The Correspondence Principle, 1972), 
yaitu hubungan yuridis para penyedia jasa publik yhang mengarahkan 
secara tepat konsumen jasa publik. Konsep ini kemudian berkembang 
tahun 1995-1999 yang menyertakan pula konsep fungsional dan 
tumpang tindih yurisdiksi pelayanan. 
4. Pendekatan Desentralisasi (The Decentralization Theorem), dimana 
diharapkan bahwa penyedia jasa publik seharusnya unit yang terdekat 
dengan publik, atas alasan: unit pemerintah daerah lebih memahami 
masalah daerah/domestik, pengambilan keputusan tingkat lokal 
bertanggung jawab pada masyarakat lokal yang dilayani dan sekaligus 
hal ini akan mendorong tanggung jawab fiscal dan efisiensi, mengurangi 
lapisan-lapisan yang tidak perlu dan akan terjadi interaksi antaryurisdiksi 
yang akan membangun inovasi. 
5. Prinsip subsidi (The subsidiary Principle), dalam pengelolaan pajak, 
pengeluaran, dan fungsi regulasi yang seharusnya dilakukan pada unit 
terdekat masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu yang harus dibawa 
pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. 
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Pada kenyataannya atribusi kewenangan pada tingkat pusat ke daerah 
dan daerah ke kota belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan dari 
segi keadaan alam masing-masing daerah. Ada daerah yang dapat 
menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang di atribusikan dengan baik, 
tapi ada pula yang tidak dapat menjalankannya secara sempurna. Banyak hal 
yang mendasari hal tersebut, seperti anggaran, ketersediaan pelayanan 
berupa rumah sakit dan sumber dayanya, serta hal-hal lainnya. 
Untuk mensiasati hal ini pemerintahan otonom memulainya dengan 
mengeluarkan kebijakan daerahnya masing-masing terhadap pelayanannya. 
Dimulai dengan berlandaskan keputusan menteri, peraturan daerah, provinsi 
hingga kabupaten dan kota.  
 
B. Kewenangan Pembuatan dan Pelaksanaaan Kebijakan Antara Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota 
Makassar 
1. Analisis Kewenangan Dalam Perspektif Pelaksanaan Kebijakan 
Kebijakan yang berskala nasional merupakan kebijakan yang 
diterapkan oleh pemerintah pusat di seluruh wilayah Indonesia yang 
berimbas terhadap badan-badan atau organ-organ daerah yang memiliki 
kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi 
otonomi daerah yang beranjak dari hubungan pusat dengan daerah juga 
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berkaitan dengan keterkaitan antarstrata kebijakan Pemerintah daerah 
Tingkat I dengan Pemerintah Daerah tingkat II. Hubungan hukum pertama 
yang terjadi disebut sebagai tugas pembantuan yang didefinisikan di dalam 
Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut: 
“Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu.” 
 
Dari definisi di atas tampak bahwa hubungan hukum dalam rangka 
implementasi kebijakan berlangsung secara vertikal atau dari atas ke bawah 
dalam bentuk penugasan resmi kepada instansi terkait untuk turut 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan suatu kebijakan melalui sistem 
koordinasi dan supervisi oleh lembaga penugas kepada lembaga tertugas. 
Lebih dari itu, kerjasama antar lembaga daerah dipertegas dalam Pasal 2 
ayat (4), (5), (6) dan (7), yaitu: 
(4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan 
pemerintahan daerah lainnya. 
(5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan 
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam, dan sumber daya lainnya 
(6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan 
selaras. 
(7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan 
hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan 
pemerintahan.   
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Dari pasal-pasal diatas dapat ditentukan bahwa batas hubungan hukum 
antara kedua lembaga haruslah aktivitas kebijakan berorientasi teknis yang 
berskala nasional dan provinsi, bukan berskala kota/kabupaten. Hal ini 
dikarenakan kebijakan skala kabupaten/kota hanya meliputi kerjasama di 
bidang implementasi kebijakan antar sesama tingkat kabupaten/kota saja. 
Hal ini masih mengikuti prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat 
otonomi dimana kemandirian suatu kabupaten/kota lebih ditekankan tanpa 
adanya intervensi secara langsung dari lembaga pemerintahan di atasnya. 
Lembaga pemerintahan di atasnya hanya berperan dalam memberikan 
edukasi, penyiapan bantuan di bidang teknis, pengalihan sarana dan 
prasarana serta bantuan pendanaan.  
Namun dalam praktiknya dalam hal urusan teknis pemerintahan yang 
bersifat maka yang terjadi ialah tumpang tindih antara kewenangan pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota dan sering kali yang muncul ialah kevakuman 
dalam pelaksanaan urusan, dengan kata lain tidak satu pun tingkatan 
pemerintah yang menanganinya. Ini dapat dicermati dalam Pasal 13 dan 14 
Undang-Undang  Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa: 
Pasal 13 
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: 
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. penanganan bidang kesehatan; 
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f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 
potensial; 
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 
termasuk lintas kabupaten/kota; 
j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 
kabupaten/kota; 
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 
dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan 
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
 
Pasal 14 
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 
kabupaten/kota meliputi: 
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. penanganan bidang kesehatan; 
f. penyelenggaraan pendidikan; 
g. penanggulangan masalah sosial; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan; 
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n. pelayanan administrasi penanaman modal; 
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
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(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
 
Pada kedua pasal di atas dikatakan bahwa kedua lembaga dalam hal ini 
Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kota memiliki tugas 
wajib dalam melakukan penanganan di bidang kesehatan. Namun 
perbedaannya hanya ditujukan pada skala dimana yang satu berskala 
provinsi dan yang satunya lagi berskala kabupaten/kota. Permasalahannya 
adalah penentuan skala kegiatan-kegiatan teknis di bidang kesehatan. Bisa 
jadi suatu kebijakan di bidang kesehatan sama-sama melibatkan Dinas 
Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kota seperti kebijakan 
kesehatan gratis yang sama-sama dikembangkan oleh kedua instansi. 
Proses pengaplikasiannya pasti akan menimbulkan tumpang tindih apabila 
Dinas Kesehatan Provinsi mencoba untuk menerapkannya di wilayah kota 
Makassar dan juga penumpukan anggaran pada sektor yang sama. Di sini 
harus dibutuhkan suatu kejelian untuk membedakan yang mana program 
kebijakan yang berskala provinsi dan yang mana program kebijakan yang 
berskala kota. Contoh seperti ini juga dapat ditemui terutama berkaitan 
dengan pemeliharaan prasarana dan sarana kesehatan serta kegiatan-
kegiatan yang berupa investasi jangka panjang. Apabila hal ini secara 
permanen terjadi, maka akan berakibat pada friksi permanen dalam 
hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang tidak 
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efisien dan tidak efektif sehingga akan terus terpelihara gejala pemilahan 
sosial daerah dari kesatuan sistem nasional. 
Hal di atas sesungguhnya bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 
yang mencantumkan empat tujuan nasional sebagai tujuan negara yaitu: 
(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia 
(2) memajukan kesejahteraan umum 
(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  
(4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan 
serta tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber, cita-cita hukum dan 
moral; yang ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam 
hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. UUD 1945 merupakan sumber 
hukum tertinggi di Indonesia artinya setiap peraturan perundang-undangan 
yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Penyelenggaraan 
negara dengan pengelolaan sistem pemerintahan yang desentralistik 
sepenuhnya harus berada dalam koridor UUD 1945  sebagai sumber segala 
sumber hukum dan pijakan dalam nilai-nilai konstitusional, dimana secara 
universal konstitusi negara merupakan koridor pengembangan demokrasi. 
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2. Analisis Kewenangan Dalam Perspektif Pembuatan Kebijakan dan 
Pertanggungjawabannya 
Berbicara mengenai wewenang dalam membuat suatu kebijakan di 
bidang kesehatan, terdapat perbedaan besar antara Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Perbedaan itu 
tampak dari bisa atau tidaknya dalam membuat kebijakan. Pada Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada hak dan tugas dalam membuat 
kebijakan di bidang kesehatan. Hal ini tampak jelas dalam tugas Dinas 
Kesehatan Provinsi Kota Makassar yang diatur di dalam Pasal 4 Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1996 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa:  
Pasal 4 
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi 
pendekatan peningkatan; 
b. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan 
dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan 
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 
c. Kebijaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 
 
Dari pasal di atas tampak bahwa kebijakan mengenai kesehatan 
diserahkan kepada keputusan Menteri Kesehatan dan untuk pembinaan 
operasional diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah. Sedangkan Dinas 
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Kesehatan Kota Makassar diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar, yang menyatakan bahwa: 
 
Pasal 5 
Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :  
a. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan 
kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan 
dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta 
masyarakat; 
b. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kesehatan, 
pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan 
pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta 
masyarakat; 
c. pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional 
pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan 
peran serta masyarakat; 
d. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan 
meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan 
puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan 
lingkungan dan peran serta masyarakat. 
e. pembinaan unit pelaksana teknis.  
 
Dari pasal yang dikutip di atas tampak jelaslah bahwa Dinas Kesehatan 
Kota Makassar memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan langsung 
yang terkait dengan bidangnya secara mandiri tanpa diserahkan kepada 
pihak eksternal. Wewenang tersebut dibebankan kepada seorang Kepala 
Dinas selaku pimpinan tertinggi institusi Dinas Kesehatan Kota Makassar 
yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 
2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kesehatan Kota Makassar, yang menyatakan bahwa: 
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(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas 
Dinas.  
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :  
a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan, 
pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan 
pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta 
masyarakat; 
b. perencanaan dan program di bidang pelayanan kesehatan, 
pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan 
pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta 
masyarakat; 
c. pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang 
pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan 
dan peran serta masyarakat;  
d. pengendalian dan penaganan teknis operasional pelayanan 
kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan 
dan peran serta masyarakat.  
 
Dari pasal tersebut memang Kepala Dinas Kesehatan diberikan 
kewenangan dalam membuat aturan dan kebijakan tetapi tidak secara penuh 
melainkan sebahagiannya dibuat oleh Walikota. Adapula yang dibuat secara 
mandiri juga harus mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan 
lainnya.   
Kemudian ketika berbicara dalam konteks pertanggungjawaban 
implementasi kebijakan, maka pengkajiannya tidak lepas dari pembicaraan 
mengenai anggaran. Pada hakikatnya, pemberian anggaran terhadap badan 
pemerintahan atau dalam hal ini kita berbicara tentang dinas yang 
merupakan bahagian dari perpanjangan tangan di daerah otonom, 
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berlangsung dalam format “Money Follow Function”.7 Prinsip money follow 
function artinya bahwa besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh 
distribusi kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan 
terlebih dahulu. Pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 didasarkan atas empat 
prinsip, yaitu:8 
1. Urusan yang merupakan tugas pemerintahan pusat di daerah dalam 
rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN. 
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka 
desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD. 
3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah 
tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka Tugas Pembantuan, 
dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah 
daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang 
menugaskan. 
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, 
pemerintah pusat memberikan sejumlah bantuan. 
                                                          
7
 . Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 369. 
8
 . Ibid., hlm. 369. 
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 Sejalan dengan itu dana dekonsentrasi yang menjadi kewenangan 
pusat dan pengaturannya bersama daerah diharapkan sebagai berikut:9 
1. Dana dekonsentrasi agar direncanakan bersama antara pemerintah 
pusat dan daerah. 
2. Dana dekonsentrasi harus menjawab secara seimbang kepentingan 
nasional dan sekaligus memiliki arti bagi daerah. 
3. Dana dekonsentrasi secara bertahap bertransformasi menjadi Dana 
Alokasi Umum baik dengan atau tanpa Dana Alokasi Khusus. 
Secara keseluruhan dalam kaitan dengan penganggaran APBN, Dana 
Dekonsentrasi dan RAPBD, maka sesungguhnya kondisi yang diharapkan 
ialah sebagai berikut:10 
1. Posisi keuangan daerah sebagai instrument penyelenggaraan negara, 
sehingga dapat pula berfungsi sebagai perekat nasional, bukan 
sebaliknya semakin memperlebar jurang kesenjangan atardaerah. 
2. Proses RAPBD dan RAPBN agar berada dalam satu kesatuan jiwa 
sesuai dengan makna politik hubungan pusat daerah, yaitu untuk 
secara utuh membangun daerah guna menjadi kuat untuk memperoleh 
NKRI yang kuat. 
                                                          
9
 . Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 370. 
10
 . Ibid., hlm. 371. 
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3. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka 
konsultasi RAPBD dari daerah kepada Departemen Dalam Negeri harus 
ditangani secara serius dan dianalisis menurut pisau analisis 
pencapaian tujuan negara, karena baik RAPBN maupun RAPBD adalah 
refleksi kebijakan politik untuk mencapai tujuan negara. 
 Dalam hal hubungan pusat daerah dalam kepemimpinan politik 
mengelola daerah maka diidentifikasi kondisi yang diharapkan yaitu sebagai 
berikut:11 
1. Sikap integritas kepala daerah terhadap kepentingan nasional, yaitu 
memperkokoh NKRI dan mencapai tujuan nasional, yang direfleksikan 
melalui agenda politik presiden. 
2. Keselarasan derap dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan 
rakyat melalui program-program nasional yang didukung oleh agenda-
agenda pembangunan daerah. 
3. Hubungan yang harmonis antara elemen-elemen kepemimpinan di 
daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD. 
4. Kemampuan daerah dalam menyingkapi kondisi nasional seperti 
dinamika politik, lemahnya supervisi pusat ataupun dalam menyelaraskan 
                                                          
11
 . Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 372. 
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peraturan, pedoman dan lain-lain dengan kondisi daerah, dengan terus 
mengembangkan daya kritis kepada pemerintahan pusat. 
Hubungan pusat daerah yang berhasil akan memberikan kontribusi 
yang positif bagi pencapaian tujuan nasional. Adanya pembagian urusan 
secara jelas dan tegas dapat memberikan arahan yang jelas pula bagi 
pemerintah pusat dan daerah untuk dapat lebih berkonsentrasi pada tugas 
dan wewenangnya secara efektif dan efisien. Peraturan yang memberikan 
ruang dan jaminan kerja sama yang serasi, saling mendukung dan 
melengkapi antara strata pemerintahan terutama antara pemerintah pusat 
dan daerah, yang secara konkret adalah bentuk-bentuk kewenangan yang 
konkuren dapat dilakukan oleh masing-masing strata pemerintahan atas 
dasar pertimbangan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Terjadinya 
jaminan stabilitas politik dan menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia 
berdasarkan UU yang telah menggabungkan semangat kebangsaan dengan 
mempertimbangkan semangat kedaerahan sehingga harus dapat dicegah 
adanya sentralisasi. Semua itu dapat mendukung dan mensukseskan 
pembangunan daerah secara efektif dan efisien. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam hal ruang lingkup kewenangan yang apabila dicermati maka 
dalam pembahasannya dinas kesehatan provinsi hanya merupakan 
perpanjangan tangan pemerintah pusat, sedangkan selain menerima 
tugas dari pemerintah pusat, pemerintah kota juga diwajibkan 
menjalankan sesuai keadaan daerah otonomnya. Apabila ditinjau dari 
regulasinya maka kewenangan yang terjadi dalam hubungan 
kewenangan antar dinas adalah berbentuk kewenangan atribusi. 
2. Dalam perspektif kebijakan, hubungan hukum yang terjadi diantaranya 
ialah tugas pembantuan. Namun pada kenyataannya, tugas pembantuan 
yang merupakan unsur pelaksana kebijakan tidak berjalan dengan baik. 
Dapat dilihat dari pengaplikasian kebijakan dapat menimbulkan tumpang 
tindih kewenangan. 
B. Saran 
 Dari uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Perlu adanya koordinasi lebih spesifik dan luas diantara Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
mengenai hubungan kewenangan keduanya. Selama ini penulis 
gambarkannya hanya berupa garis putus-putus. Hal ini dapat 
memberikan dampak yang lebih besar dalam bidang pelayanan karena 
pemerintah daerah otonom dapat lebih menjalankan fungsinya bagi 
daerah yang bersangkutan dengan pemerintahan yang berada 
dibawahnya. 
2. Aturan perundang-undangan yang ada sekarang mengatur tentang 
organisasi dan tatakerja dinas kesehatan dimana menyebutkan bahwa 
dinas kota bertanggung jawab kepada walikota dan dinas provinsi 
bertanggung jawab kepada gubernur. Menurut penulis sebaiknya 
pertanggung jawaban tersebut selain kepada walikota pada tingkat dinas 
kota, pertanggungjawabannya juga kepada tingkat dinas provinsi. 
Selanjutnya pertanggungjawaban yang telah ada dipertanggungjawabkan 
kepada gubernur sebagai kepala daerah dibawah pemerintahan pusat. 
Sehingga selalu ada koordinasi kewenangan tentang pelaksana 
kebijakan yang diamanatkan dari pemerintah pusat ke pemerintahan 
daerah provinsi kemudian ke pemerintahan daerah kota, dan begitu pula 
sebaliknya dalam hal pertanggungjawaban dinas kesehatan terbawah 
kepada pemerintahan di atasnya. 
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